SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR \x TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Daerah untuk jenis
pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagal implamentasi dan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Paraturan
Gubernur Momor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor,

b. bahwa Peraturan Gubemur Momor 22 tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemmotor sebagaimana
dimaksud datam huruf a ada beberapa ayat dalam pasal yang
perlu  disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan
pelayanan pemungutan dan informasi teknologi serta untuk
mengoptimalkan hasil pungutan Pajak Daerah jenis Pajak
Kendaraan Bermotor sehingaa pelu diubah;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a danmn huref b, perlu menstapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

Pajak Kendaraan Bemmotor dan Bea balik Mama Kendaraan
Bermotor;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provingi  Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1856 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 1108);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor § Tahun 1983 tenlang Ketentan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4999);
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Undang-Undang Momaor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran MNegara Republik
Indonasia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lemberan Megara
Republik Indonesia Momar 3686);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 42886);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mamor 4355];

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 fentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya (Lembaran Megara Republik Indonesia
Taehun 2008 Momor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 50235,

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Megara Republix Negara
Reapublik Indonesia Tahun 2009 Momor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S049),

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahuen 2071 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagrah sabagaimana ielah diubah beberapa kali, ferakhir
dengan Undang-Undang MNomar 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonasia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah MNomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 135, Tembahan Lemberan MNegara Republik Indonesia
Maomor 4049

Peraturan FPemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan

{Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun 2012 Namor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5317);

Peraluran Pamerintah Nomer 55 tahun 2015 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Gara Pemungutan Pajak Daerah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 244 Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomar 5950);
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13. Peraluran Pemerintah  MNomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Namaor 42, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesta Nemor 6322},

14, Peraturan Presiden MNomor 5  tahun 2015 lentang
Penyelenggaraan Sistern Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2015 Namar &),

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimanian Barat Tahun 2008 Momor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provingl Kalimantan Barat Nomor 3);

16, Peraturan Daerah Momar 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimang telah diubah dengan Paraturan Daerah Momor 2
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor ]
tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsl Kalimantan Barat Nemor 2);

17. Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTLUSKAM :

Menatapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAMN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BEERMOTOR

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Momor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanean Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Mama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) diubah,
Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai benkut :

Pasal 24

(1} Sefiap Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut.

(2) Jenis paisk yang lerutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi PKB, dan BBNKB.

(3} Pembayaran Pajsk Kendaraan !E.’-&rrrmtnr dapat dilgkukan di Kantor Bersama Samsat,
Samsat pembantu, Samsat geraifcomeripayment pointioutlet, Samsat drive thru, Samsat
keliling, Samsat defivery order/door 1o door, e-Samsat dan/atau pengembangan Samsat

lainfya yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan harepan masyarakat yang
ditertukan aleh Dinas/Badan.

(4) Pembayaran Pajsk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan secara tunai dan non tunal atau transaksi elektronik.
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(5) Tatacara pembayaran Pajak Kendarsan Bermotor melalui ftransaksi elekdronik
sebagﬂlr:i'-ana dimaksud pada ayat (4) diatur lebin lanjut dalam Peraturan Gubemur
tersendin. :

PASAL I

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap crang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Gubemur inl
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1l Vot 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI

Divndangkan di Fonlianak
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

tid
SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1%



